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PUTUSAN 
Nomor 54/G/2022/PTUN.BDG 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama 
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem 
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, 
dalam sengketa antara: 

BAHRAM, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jl. Lombok No. 
17, RT. 004/RW.003 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur 
Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 
Mei 2022 memberikan Kuasa kepada : 
1. TEGUH MOCHAMMAD RAMDHAN, S.H; 
2. PANSAURAN, S.H; 
3. GRANDY TRY HAMDHANI, S.H; 
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat 
pada Firma Hukum SITEPU, RAMDHAN & Co., beralamat di 
Gedung Graha Mulia Sejahtera Lt. 2, Jalan Terusan Jakarta No. 
175A Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik 
sitepu.ramdhan.lawfirm@gmail.com. 
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Lawan 


1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 
BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Ambon No. 1B, 
Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung 
— Jawa Barat; 
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 
KB.01.06/1896-Disdukcapil/2022 tanggal 7 Juni 2022 
memberikan kuasa kepada DENDI HERMANSYAH, S.E., 
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M.Ap, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Bandung, memilih alamat 
pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung, Jalan Ambon Nomor 1 B, Kota Bandung, Provinsi 
Jawa Barat; 
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

2. LUCIA ELVI INGGRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Wiraswasta, Beralamat di Jalan Jati Asih Blok D 6 Nomor. 1 
RT.002 RW.007, Kelurahan Margaasih, Kecamatan Margaasih, 
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; 
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1: 

3. BELLA BAHRAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus 
Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Cidadap Girang Nomor. 40 
RT.003 RW.005, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat: 
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2: 
Untuk Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, 
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 
Agustus 2022 memberikan Kuasa kepada : 
1. YADI ASRIYADI, S.H: 
2. NANDANG SUTISNA, S.H; 
3. HENDARSYAH AMRULLAH, S.H; 
Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Para 
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga 
Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia 
(LBHPPI) beralamat di Jalan Sitimunigar Nomor 59 A, RT.003 
RW.002, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota 
Bandung, Jawa Barat, Telp.08121481737- 081931234012, 
alamat elektronik asriyadi.lawfirm@ gmail.com; 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/PEN- 

DIS/2022/PTUN.Bdg, tanggal 3 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal; 
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2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/PEN- 
MH/2022/PTUN.Bdg, tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis 
Hakim; 

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 
54/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan 
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; 

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
Nomor 54/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 3 Juni 2022 tentang 
Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; 

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
Nomor 54/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 21 Juni 2022 tentang Hari 
Sidang; 

6. Surat gugatan Penggugat tanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Juni 
2022, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 
Juni 2022 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 
54/G/2022/PTUN.BDG, 

Putusan Sela Nomor 54/G/2022/PTUN.BDG tanggal 4 Agustus 2022: 
Mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi serta para 
pihak dipersidangan. 

9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta 


berkas perkara dalam perkara tersebut. 
TENTANG DUDUK SENGKETA 


Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 25 Mei 2022, yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 
Tanggal 3 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 
54/G/2022/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan 
Persiapan Tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut : 

I. OBYEK GUGATAN : 
Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan a guo adalah Surat 
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Kutipan Akta Kelahiran 
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Nomor 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA 
BAHRAM lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung sekarang Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 


II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN: 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “orang atau 
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu 
keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, 

2. Bahwa atas adanya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh 
pihak TERGUGAT a quo, yang mana jelas-jelas dan nyata telah 
menimbulkan suatu kerugian bagi PENGGUGAT serta berakibat hukum 
bagi PENGGUGAT, oleh karena adanya hubungan hukum dengan 
masuknya orang lain dalam status kekeluargaan PENGGUGAT, yang 
selanjutnya dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal permasalahan 
keperdataan (waris) padahal bukan ahli waris yang sah sesuai dengan 
aturan hukum positif yang berlaku ; 

3. Bahwa TERGUGAT a guo telah membuat dan/atau menerbitkan Surat 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor : 16905/1999 tertanggal 28 
Oktober 1999 perihal Akta Kelahiran atas nama BELLA BAHRAM lahir di 
Bandung pada tanggal 23-10-1999, yang mana dalam objek sengketa a 
guo, PENGGUGAT selaku Pemohon objek sengketa a guo serta sebagai 
ayah kandung dari seseorang yang bernama BELLA BAHRAM hasil 
pernikahan antara PENGGUGAT dengan seseorang bernama LUCIA 
ELVI INGGRIANI sebagai ibu kandungnya, 

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memiliki hubungan pernikahan dengan 
LUCIA ELVI INGGRIANI: 
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5. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan adanya 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor : 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA 
BAHRAM lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 karena akan berdampak 
pada permasalahan keperdataan waris PENGGUGAT, 

6. Bahwa PENGGUGAT merasa memiliki kepentingan untuk meluruskan 
peristiwa kelahiran seorang anak yang sebenarnya agar hal tersebut tidak 
akan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT maupun pihak 
lainnya, 

Il. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

BANDUNG: 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang - Undang RI Nomor 5 


Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa 
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat 
pertama”, 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang RI Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan 
Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi 
Tindakan hukum yang berdasarkan peraturan per Undang - Undangan 
yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang membawa 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”: 

3. Bahwa berdasarkan definisi berdasarkan angka 1. diatas, maka Surat 
Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung 
sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung tentang penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 
tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA BAHRAM lahir di Bandung 
pada tanggal 23-10-1999 adalah terang benderang sebuah keputusan 
tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak 
dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya: 
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4. Bahwa surat keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II 
Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung tentang penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA BAHRAM 
lahir di Bandung pada tanggal 23-10-1999 bersifat Konkret, Individual dan 
Final dengan alasan sebagai berikut : 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Konkret karena objek 
yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi 
berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama 
PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya; 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Individual karena tidak 
ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan 
PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya, 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Final karena tidak lagi 
memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal 
maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan TERGUGAT telah 
bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum, 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum 
yakni adanya pihak lain yang masuk menjadi ahli waris dari 
PENGGUGAT: 

5. Bahwa tempat kedudukan TERGUGAT adalah dalam wilayah Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berada dalam daerah hukum 
Pengadilan. Tata Usaha Negara Bandung, oleh karenanya berdasarkan 
kompetensi relatif sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang - 
Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyatakan : “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan ke 
Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan TERGUGAT”, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha 
Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 

6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1. 
sampai dengan angka 5. diatas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha 
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Negara Bandung yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan 
TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini 
adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa 
sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini; 

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN 

1. Bahwa Gugatan dalam perkara a quo disampaikan/diserahkan dalam 
tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku; 

2. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA BAHRAM 
lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung sekarang Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sekira tanggal 24 
Januari 2022 setelah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut dipajang 
di sebuah rumah kos milik PENGGUGAT: 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 6 tentang Pedoman 
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh 
Upaya Administratif menyatakan : 

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 
(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif 
diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani 
penyelesaian upaya administratif. 

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut 
upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan 
dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui 
keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. 

4. Bahwa dikarenakan objek sengketa a guo baru diketahui pada tanggal 
24 Januari 2022, maka tenggang waktu pengajuan gugatan a guo 
dihitung sejak diketahuinya objek sengketa a quo sebagaimana 
ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh 
Upaya Administratif, 
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5. Bahwa atas hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan menyatakan : 

(1). “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau 
tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat 
pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau 
melakukan keputusan dan/atau tindakan”, 

(2). “upaya administratif sebagaimana ayat (1) terdiri atas : 

a. Keberatan: dan 
b. Banding: 

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, maka PENGGUGAT mengajukan upaya administratif 
yaitu sebagai berikut : 

a. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 PENGGUGAT mengirimkan 
Surat Keberatan Administratif kepada TERGUGAT terkait adanya 
Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 
1999 atas nama BELLA BAHRAM yang dikeluarkan oleh 
TERGUGAT yang mana surat keberatan tersebut diterima oleh 
TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2022 yang mana berdasarkan 
ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : “keputusan dapat 
diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau 
pejabat pemerintahan”: 

b. Bahwa atas upaya administratif dari PENGGUGAT sebagaimana 
huruf a. diatas, TERGUGAT menjawab Surat Keberatan Administratif 
PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor KB.01.05.03/768 - 
Disdukcapil perihal Jawaban Penjelasan atas Penerbitan Kutipan 
Akta Kelahiran atas nama BELLA BAHRAM tertanggal 25 Februari 
2022 yang baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 April 
2022; 
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c. Bahwa isi dari surat jawaban tersebut tidak sesuai dengan maksud 
dan tujuan dari PENGGUGAT serta PENGGUGAT baru menerima 
jawaban atas surat tersebut melebihi ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja 
sedangkan surat jawaban baru diterima dalam waktu 28 (dua puluh 
delapan) hari kerja: 

d. Bahwa berdasarkan Surat Jawaban TERGUGAT sebagaimana 
dimaksud pada huruf b. diatas, PENGGUGAT mengajukan upaya 
administratif lanjutan yakni Banding Administratif kepada atasan 
TERGUGAT a quo yakni Walikota Bandung (Plt. Walikota) 
berdasarkan Surat Nomor : 029/SRCO/IV/2022 perihal Banding 
Administratif tertanggal 18 April 2022 yang diterima pada tanggal 18 
April 2022: 

e. Bahwa tenggang waktu upaya banding administratif yang dilakukan 
oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) 
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yang menyatakan : “keputusan dapat diajukan banding 
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan 
upaya keberatan diterima”, 

f. Bahwa upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam 
huruf d. diatas, masih dalam jangka waktu yang diperkenankan yakni 
5 (lima) hari kerja: 

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang - Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
menyatakan : “badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan 
banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”: 

h. Bahwa ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud 
dalam huruf g. diatas adalah pada tanggal 10 Mei 2022: 

i. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (5) Undang - Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
menyatakan : “dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak 
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menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), keberatan dapat dianggap dikabulkan”; 

j. Bahwa berdasarkan Surat Banding Administratif sebagaimana 
dimaksud huruf d. diatas, atasan TERGUGAT a quo tidak 
memberikan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apa pun 
sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Bandung; 

k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi 
Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur dan 
menyatakan : “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan 
dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya 
administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh 
badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani 
penyelesaian upaya administratif’; 

l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, gugatan a quo yang 
diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf k. diatas: 

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN TATA USAHA 

NEGARA: 

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bahwa PENGGUGAT melangsungkan pernikahan dengan seseorang 
bernama TANNEKE BURKI yang dalam pernikahan tersebut memiliki 3 
(tiga) orang anak yakni: 

a. Violetta Simatupang, 
b. Victorine C. S. Vicky Burki, dan 
c. Christoper Burki; 

2. Bahwa pada saat ini istri PENGGUGAT yang bernama TANNEKE 
BURKI telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2021; 

3. Bahwa PENGGUGAT mengenal dengan seseorang bernama LUCIA 
ELVI INGGRIANI sekira antara tahun 1993-1994 yang mana terjalin 
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hubungan badan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan pernikahan 
sampai dengan sekira akhir tahun 1996 bertepatan dengan lahirnya 
seorang anak laki-laki yang diberi nama Bony; 

4. Bahwa setelah lahirnya anak tersebut, PENGGUGAT tidak pernah lagi 
berhubungan layaknya suami-istri dikarenakan kesibukan dari 
PENGGUGAT sebagai instruktur senam; 

5. Bahwa pada sekira tahun 1999 lahir seorang anak yang diberi nama 
BELLA BAHRAM yang diakui oleh LUCIA ELVI INGGRIANI sebagai 
anak kandung dari PENGGUGAT padahal PENGGUGAT sejak sekira 
akhir tahun 1996 sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri 
dengan LUCIA ELVI INGGRIANI; 

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 PENGGUGAT (BAHRAM) 
memberikan kuasa untuk melakukan investigasi lapangan dan 
pengamanan objek aset pribadi berupa rumah kos yang beralamat di 
Gang Bungur IV RT.003/RW.033 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi 
Selatan Kota Cimahi kepada Firma Sitepu, Ramdhan & Co. yang mana 
aset pribadi milik PENGGUGAT tersebut dikuasai oleh LUCIA ELVI 
INGGRIANI bersama anak-anaknya; 

7. Bahwa pada saat menjalankan kuasa sebagaimana dimaksud angka 5. 
diatas, PENGGUGAT a quo baru mengetahui adanya objek gugatan a 
quo sekira pukul 17.00 wib tanggal 24 Januari 2022 setelah melihat 
Foto copy objek gugatan a quo dipajang di balik pintu salah satu kamar 
kos milik PENGGUGAT: 

8. Bahwa dalam objek gugatan a guo disebutkan PENGGUGAT selaku 
Pemohon objek a guo serta sebagai ayah kandung dari BELLA 
BAHRAM lahir di Bandung pada tanggal 23-10-1999 padahal 
PENGGUGAT sejak sekira akhir tahun 1996 tidak pernah lagi 
berhubungan badan layaknya suami-istri dengan LUCIA ELVI 
INGGRIANI selaku ibu kandung dari BELLA BAHRAM sebagaimana 
tertulis dalam objek gugatan a guo, 

9. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menikah secara agama maupun 


negara sehingga sangatlah tidak mungkin terbit objek gugatan a guo 
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yang isinya menerangkan jika PENGGUGAT dengan LUCIA ELVI 

INGGRIANI merupakan pasangan suami-istri; 

10. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan adanya objek 
gugatan a quo karena akan berdampak pada permasalahan 
keperdataan waris PENGGUGAT: 

11. Bahwa PENGGUGAT merasa memiliki kepentingan untuk meluruskan 
peristiwa kelahiran seorang anak yang sebenarnya agar hal tersebut 
tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT maupun 
pihak lainnya: 

12. Bahwa berdasarkan definisi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang RI 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka 
Surat Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II 
Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung tentang penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 adalah terang benderang 
sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan 
langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya: 

13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II 
Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung tentang penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 bersifat Konkret, Individual dan 
Final dengan alasan sebagai berikut : 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Konkret karena objek 
yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi 
berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama 
PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya; 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Individual karena tidak 
ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata 
menyebutkan PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya: 

— Bahwa surat keputusan TERGUGAT bersifat Final karena tidak lagi 
memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara 


horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan 
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TERGUGAT telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat 
hukum; 

- Bahwa surat keputusan TERGUGAT perkara a quo telah 
menimbulkan akibat hukum yakni adanya pihak lain yang masuk 
menjadi ahli waris dari PENGGUGAT, 

14. Bahwa keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa 
a quo adalah telah bertentangan dengan PERATURAN PERUNDANG 
- UNDANGAN YANG BERLAKU dan ASAS-ASAS UMUM 
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang 
menyatakan : 

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 


a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu 
bertentangan dengan peraturan per Undang - 
Undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu 
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik.” 

a. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan 
dengan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku antara lain 
sebagai berikut : 

- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa 
Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan 
verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan 
atas nama jabatannya, mencatat data dalam register atas 
Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, 
membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil; 
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- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada poin 
diatas PENGGUGAT merasa dirugikan karena Kutipan Akta 
Kelahiran tanggal 28 Oktober 1999 Nomor 16905/1999 
mencantumkan PENGGUGAT sebagai Pemohon yang mana 
PENGGUGAT tidak pernah sama sekali memohonkan 
kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II 
Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk menerbitkan Kutipan 
Akta Kelahiran dimaksud: 

b. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata merupakan 
pelanggaran terhadap Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB) antara lain sebagai berikut: 


(1). Bahwa Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan 


dengan Asas Kecermatan : 
(a) Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang - 


Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud 
dari asas kecermatan, yakni : “asas yang mengandung arti 
bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus 
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap 
untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan 
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan 
dan/atau dilakukan”. 

(b.) Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan 
Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) — 
Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya 
Pratiwi, et.al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas 
kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan 
suatu sikap bagi pengambil keputusan untuk senantiasa 
selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara 


mempertimbangkan secara komprehensif mengenai 
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segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Asas kecermatan 
mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum 
mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang 
relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang 
relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta 
penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau 
pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan 
kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. 
Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan 
bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban 
mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu 
keputusan yang merugikan”. 

(c.) Bahwa dalam penerbitan objek gugatan TERGUGAT tidak 
cermat dalam meneliti data yuridis tentang keabsahan 
permohonan yang diajukan kepada TERGUGAT; 

(d.) Bahwa dengan tidak cermatnya TERGUGAT dalam 
meneliti data yang diajukan mengenai akta kelahiran yang 
riil menyebabkan TERGUGAT menerbitkan objek gugatan 
bertentangan dengan asas kecermatan; 

(2). Bahwa Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan 


dengan Asas Kepastian Hukum 
(a.) Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - 


Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud 
dari asas kepastian hukum, yakni : “asas dalam negara 
hukum yang mengutamakan landasan ketentuan 
peraturan per Undang - Undangan, kepatutan, keajegan 
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 
pemerintahan”. 

(b.) Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi penerima 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan 
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berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung 
kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam 
penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan 
penyelenggara administrasi pemerintahan maupun 
disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak 
lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum 
mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau 
pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan”. 
(Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia, 1994, hal 273); 

(c.) Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum 
seharusnya juga diinterpretasikan mencegah 
penyelenggara administrasi. pemerintahan menerbitkan 
suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan 
dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk 
kerugian yang berkepentingan; 

(d.) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan yang 
mengandung kekeliruan data yuridis dan data fisik, 
berakibat objek gugatan menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi status PENGGUGAT: 

(e-) Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek 
Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan, dan 
asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan 
haruslah dibatalkan: 

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan 
demikian jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan 
objek sengketa a guo telah melanggar peraturan per Undang - 
Undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Asas-asas 
Umum Pemerintahan yang Baik, hal mana sesuai dengan ketentuan 
Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 


Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 54/G/2022/PTUN.BDG 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


Tata Usaha Negara (UU Nomor 9 Tahun 2004), yang menyatakan 
gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan per Undang - 
Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik (AUPB); 

16. Bahwa oleh karena gugatan yang disusun dan diajukan oleh 
PENGGUGAT ini didasari oleh bukti — bukti yang otentik, maka tidak 
berlebihan dan sangatlah memenuhi rasa keadilan apabila 
PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan batal dan/atau tidak 
sah objek sengketa a quo berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota 
madya Dati II Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil tanggal 28 Oktober 1999; 

17. Bahwa dikarenakan objek perkara a quo dinyatakan batal, maka 
PENGGUGAT menyatakan cukup berdasar jika Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mewajibkan kepada 
TERGUGAT mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 
tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan 
Sipil Kota madya II Bandung sekarang Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama 
BELLA BAHRAM, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999: 

18. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum hukum kepada BELLA 
BAHRAM selaku subjek yang dituju oleh objek perkara a quo, maka 
cukup berdasar PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mewajibkan 
TERGUGAT menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama 
BELLA BAHRAM lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999, 
dengan mengubah pernyataan terkait BELLA BAHRAM merupakan 
anak dari pasangan suami istri BAHRAM (PENGGUGAT) dengan 
LUCIA ELVI INGGRIANI menjadi pernyataan jika BELLA BAHRAM 
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merupakan anak dari seorang ibu yang bernama LUCIA ELVI 
INGGRIANI; 

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini timbul dari adanya keputusan 
TERGUGAT yang nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan 
per Undang - Undangan yang berlaku serta adanya pelanggaran 
terhadap Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka 
cukup beralasan jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum 
TERGUGAT membayar biaya perkara; 


VI. PETITUM; 

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo berupa Kutipan 
Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang 
dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Il Bandung 
sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung atas nama BELLA BAHRAM, lahir di Bandung pada tanggal 
23 Oktober 1999: 

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor 16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala 
Kantor Catatan Sipil Kota madya II Bandung sekarang Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama BELLA 
BAHRAM, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999; 

4.. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Akta Kelahiran 
yang baru atas nama BELLA BAHRAM lahir di Bandung pada tanggal 
23 Oktober 1999, dengan mengubah pernyataan terkait BELLA 
BAHRAM merupakan anak dari pasangan suami istri BAHRAM 
(PENGGUGAT) dengan LUCIA ELVI INGGRIANI menjadi pernyataan 
jika BELLA BAHRAM merupakan anak dari seorang ibu yang bernama 
LUCIA ELVI INGGRIANI:, 

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; 


Atau; 
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Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya 
(ex aequo et bono); 


Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 
Jawabannya tertanggal 5 Juli 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI: 

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat: 

2. Bahwa Akta Kelahiran Nomor.16905/1999 atas nama Bella Bahram 
diterbitkan berdasarkan Staadblad 1920 No.151 Jo 1927 No.554 tentang 
Reglemen Pencatatan Sipil Pribumi: 

3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor.16905/1999 atas nama Bella Bahram 
diterbitkan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi dokumen 
persyaratan oleh petugas: 

4. Bahwa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) dalam menerbitkan 
Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan 
oleh pemohon dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek 
kebenaran dan keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut: 

5. Bahwa Akta Kelahiran Nomor.16905/1999 atas nama Bella Bahram anak 
perempuan dari suami istri Bahram dan Lucia Elvi Inggriani yang 
dikeluarkan di Bandung pada tanggal 28 Oktober 1999 oleh kantor Catatan 
Sipil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, 

6. Bahwa ternyata Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 terdapat 
ketidaksesuaian nama bapak, dikarenakan pemohon melampirkan 
dokumen dan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang tidak benar 
dengan fakta dan kondisi sebenarnya, 

7. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian nama bapak pada Akta Kelahiran 
Nomor 16905/1999, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, berbunyi sebagai berikut : 
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a. Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

b. Ayat (2) : Berdasrkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta 
sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat 
catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta 
pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta; 

8. Bahwa atas penjelasan angka 7 diatas, kami tidak berkewajiban 
menerbitkan kembali Akta Kelahiran dasar status “ anak dari seorang ibu” 
sebagai subjek akta sebagaimana angka 4 dalam Petitum Penggugat; 


DALAM POKOK PERKARA; 

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat; 

2. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Akta Kelahiran 
Nomor 16905/1999 tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang 
baik; 

3. Bahwa dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 atas 
nama Bella Bahram oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Kota Bandung 
(sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) telah 
sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Bahwa dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 atas 
nama Bella Bahram pada waktu mengajukan permohonan Akta Kelahiran 
yang bersangkutan telah melampirkan dokumen persyaratan yang berlaku; 

Bahwa selama proses terhadap Permohonan Akta Kelahiran yang diajukan 

atas nama Bella Bahram, tidak ada orang yang melakukan keberatan terhadap 

objek yang menjadi gugatan, namun pada tahun 2022 muncul permasalahan 
setelah akta tersebut di terbitkan pada tahun1999 oleh Pengugat karena alasan 
ketidak sesuaian nama Bapak pada akta tersebut; 


PENUNDAAN/PENANGGUHAN: 
Menyatakan agar Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 masih tetap berlaku 
sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: 


DALAM POKOK PERKARA: 
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya: 
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2. Menyatakan objek sengketa yang di perkarakan Penggugat berupa Akta 
Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 Oktober yang di terbitkan Tergugat 
atas nama Bella Bahran, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999 
adalah sah; 

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. 


Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Agustus 
2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 

l. DALAM EKSEPSI: 

DALUWARSA ADMINISTRATIF: 

1. Bahwa, Gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu (Daluwarsa), 

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 
Jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, secara subtansial dan institusional telah menyatakan 
perihal “Kapan Suatu Putusan Tata Usaha Negara oleh Undang- 
Undang ini dianggap diketahui oleh Penggugat” : 

3. Bahwa, sifat dan karakter suatu "Institusi Hukum Daluwarsa dengan 
Lewatnya waktu tertentu” adalah senantiasa meliputi dan melindungi 
serta memberikan kepastian Hukum bagi kepentingan Pihak Ketiga 
(Para Tergugat II Intervensi), untuk dapat melakukan perbuatan atau 
hubungan hukum atas suatu Ketetapan Tata Usaha Negara atau hal 
yang. menjadi objek daluwarsa tersebut, seperti halnya bagi 
kepentingan Para Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan perkara a 
quo; 

4. Bahwa, mengingat gugatan ini telah didaftarkan oleh Penggugat di 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 
24 Januari 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 
RI Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 
dan Bagian V. angka 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor. 2 Tanggal 3 Juli Tahun 1991 tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 5 
Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa : 

'Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara 
kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh 
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut '; 

5. Bahwa, kemudian mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan 
(bezwaar termijn) diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor. 6 Tahun 2018, 
yakni 90 (Sembilan puluh) hari kerja (hari adalah hari kerja vide. Pasal 
1 angka 9 PERMA Nomor. 6 Tahun 2018) sejak diterimanya keputusan 
hasil banding administratif. Adapun bagi pihak ketiga yang tidak 
dituju oleh keputusan hasil upaya administratif, maka tenggang 
waktunya sejak saat ia mengetahui adanya objek keputusan TUN 
yang merugikannya yakni keputusan hasil tindak lanjut atas upaya 
adininistratif. 

6. Bahwa, dengan diwajibkannya upaya administratif dalam PERMA 
Nomor. 6 Tahun 2018, maka segala keputusan atau tindakan faktual 
TUN tidak dapat diajukan gugatan langsung kepada Pengadilan TUN 
melainkan harus dengan menempuh upaya administratif terlebih 
dahulu. Kemudian berdasarkan Pasal 76 ayat (2) mengatur bahwa 
upaya administratif dilakukan secara berjenjang. Ditambah lagi 
terdapat daluwarsa upaya administratif, yang artinya apabila telah 
lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka upaya administratif 
tidak dapat ditempuh. Ketentuan daluwarsa ini diatur dalam Pasal 77 
ayat (1) dan 78 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan: 

7. Bahwa, upaya administratif menurut Undang-undang Nomor. 30 Tahun 
2014 dilakukan berjenjang (vide. Pasal 76 ayat (2) Undang-undang 
Nomor. 30 Tahun 2014), yakni dengan keberatan kepada pejabat/badan 
TUN yang mengeluarkan KTUN atau tindakan faktual yang dirasa 
merugikan warga masyarakat terlebih dahulu. Tenggang waktu 
mengajukan keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak 
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keputusan diterima atau diketahui (diumumkan). Lewat dari 
tenggang waktu, maka keberatan daluwarsa dan tidak diterima 
(dianggap menerima KTUN atau tindakan faktual), dan tidak bisa 
mengajukan upaya selanjutnya (banding administratif) (vide. Pasal 75, 
Pasal 76, dan Pasal 77 Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014). (Vide. 
Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna 
Bimasakti, Panduan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan 
persidangan elektronik (E-Litigasi), Penerbit Kencana, Jakarta, tahun 
2020, hal. 86 alinea. 2): 

8. Bahwa, berkenaan dengan poin. 7 dalam eksepsi pada penjelasan 
tersebut di atas, sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman. 5, 
Penggugat baru mengetahui, obyek sengketa pada tanggal 24 
Januari 2022, setelah fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dipajang di 
sebuah rumah kost milik Penggugat, kemudian Penggugat sesuai 
dalam gugatan Penggugat halaman. 6 mengajukan surat keberatan 
administratif kepada Tergugat pada tanggal 23 Februari 2022, jelas 
surat keberatan administratif tersebut daluwarsa, sebab 
seharusnya upaya keberatan adminitratif dilakukan paling lambat 
tanggal 14 Februari 2022 dalam 21 (dua puluh satu) hari, sesuai 
dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014: 
Berdasarkan hal tersebut dengan Lewat dari tenggang waktu, maka 
KEBERATAN DALUWARSA DAN TIDAK DITERIMA SERTA 
PENGGUGAT (DIANGGAP MENERIMA KETETAPAN TATA USAHA 
NEGARA ATAU TINDAKAN FAKTUAL DARI TERGUGAT BERUPA 
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 16905/1999 TANGGAL 28 
OKTOBER 1999, YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ATAS 
NAMA BELLA BAHRAM LAHIR DI BANDUNG PADA TANGGAL 23 
OKTOBER 1999), dan tidak bisa mengajukan upaya selanjutnya 
(banding administratif). (vide Pasal 75, 76, dan 77 Undang-undang 
Nomor. 30 Tahun 2014): 

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila ternyata 


telah daluwarsa upaya keberatan administratif, apakah artinya warga 
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masyarakat tidak dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negata 
(PTUN) ???, Jika UPAYA ADMINISTRATIF INI ADALAH WAJIB 
sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2018, 
maka daluwarsa upaya keberatan administratif ini menjadi alasan 
Majelis. hakim yang memeriksa dalam perkara a quo, untuk 
menyatakan menolak dan atau tidak menerima gugatan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. (Vide. Muhammad Noor 
Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, Panduan 
beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan persidangan 
elektronik (E-Litigasi), Penerbit Kencana, Jakarta, tahun 2020, hal. 84 
alinea 2), 

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka 
oleh karenanya dengan daluwarsanya upaya keberatan adminstratif, 
patut dan layak secara hukum keseluruhan dalil-dalil Penggugat 
tersebut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan 


tidak dapat diterima. 


II. DALAM POKOK PERKARA 

Bilamana Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Para Tergugat II Intervensi, 
terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi, membantah dengan tegas seluruh dalil- 
dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui tegas dan jelas tentang 
kebenarannya, 

2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukan dalam bagian Eksepsi secara 
mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Jawaban Para Tergugat II Intervensi dalam pokok 
perkara: 

3. Bahwa, dalam menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada poin. (4), 
(5) dan (8), dimana Penggugat mendalilkan dalil bersifat biologis dan bukan 
dalil administratif, maka Para Tergugat Il- Intervensi tidak akan 


menanggapinya: 
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4. Bahwa, Para Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil 
Gugatan Penggugat berikut seluruh Petitum dalam surat gugatan dalam 
perkara a guo. Dan, hal ini akan dibuktikan Para Tergugat II Intervensi 
didalam agenda pembuktian persidangan, bahwa Para Tergugat II 
Intervensi dalam mengajukan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran atas 
nama Tergugat II Intervensi 2, telah memenuhi kriteria baik prosedural 
maupun substansial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Staadblad 1920 Nomor. 151 jo. 1927 Nomor. 554 tentang Reglemen 
Pencatatan Sipil Pribumi, 

5. Bahwa, untuk poin-poin selebihnya dari Gugatan Penggugat, terkait dengan 
hal-hal yang tidak ada relevansinya, dan atau tidak berkesesuaian dan/atau 
tidak ada hak untuk di jawab dalam perkara a guo, baik dalam dalil-dalil 
hukum maupun fakta hukum, maka selebihnya Para Tergugat II Intervensi 
tidak akan menanggapinya: 

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan tersebut di atas, dengan 
demikian, maka oleh karenanya, patut dan layak secara hukum 
keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak 
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka 
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah 
dibebankan kepada Penggugat: 

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di 
atas, maka dalam kapasitas dan kewenangan Tergugat II Intervensi 2 selaku 
pemegang hak Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 16905/1999 tanggal 28 Oktober 
1999, Para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan. untuk 
memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 


DALAM EKSEPSI 
-  Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; 


DALAM POKOK PERKARA 
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- 
tidaknya tidak dapat diterima ; 
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2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor. 16905/1999, atas nama BELLA BAHRAM, lahir di Bandung, tanggal 
23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil 
Kotamadya Dati II Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 28 Oktober 1999.: 

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 
perkara ini; 
Atau : 
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 


seadil-adilnya (ex aeguo et bono); 


Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah 
mengajukan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tanggal 14 Juli 2022 
melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II 
Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah 
mengajukan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 
Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tanggal 18 Agustus 2022 melalui Sistem 
Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam 
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan 
ini: 

Bahwa, Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat, Tergugat telah 
mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juli 2022 melalui Sistem Informasi 
Pengadilan sedangkan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 
dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II 
Intervensi 2 telah mengajukan Duplik Tergugat II Intervensi 1 dan Duplik 
Tergugat II Intervensi 2 tanggal 25 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi 
Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 
Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini: 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan 
dengan aslinya/fotokopinya di persidangan, dan bukti surat tersebut telah diberi 
tanda P —1 sampai dengan P - 17 dengan perincian sebagai berikut: 
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1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273191903380001 atas 
nama Bahram (fotokopi sesuai dengan fotokopi); 
2. BuktiP-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 


Oktober 1999 atas nama Bella Bahram (fotokopi 
sesuai dengan fotokopi); 

3. Bukti P -3 : Bukti pengiriman tertanggal 23-02-2022 ditujukan 
kepada Kepala Dinas Kependudukan (fotokopi sesuai 
dengan asli); 

4. BuktiP -4 : Surat Nomor: 017/SRCO/!1/2022 tanggal 23 Februari 
2022 Perihal: Keberatan Administrasi Terkait 
Penerbitan Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh 
Kepala Kantor Catatan Sipil (fotokopi sesuai dengan 
fotokopi): 

5. Bukti P - 5 : Surat Nomor: KB.01.05.03/768 - Disdukcapil tanggal 25 
Februari 2022 Perihal: Jawaban Penjelasan Atas 
Penerbitan Kutipan akta Kelahiran Atas Nama Bella 


Bahram (fotokopi sesuai dengan asli); 


6. Bukti P- 6 : Bukti Pengiriman tanggal 15-04-2022 ditujukan kepada 
Plt. Walikota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli); 
7. Bukti P - 7 : . Surat Nomor: 029/SRCO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 


Perihal: Banding Adminitratif Terkait Penerbitan Akta 
Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor 
Catatan Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi): 

8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 169/SRCO/IX/2022 tanggal 9 September 
2022 Perihal: Laporan Pengaduan Dugaan Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat Dan Keterangan Palsu 
(fotokopi sesuai dengan fotokopi): 

9. BuktiP-9 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Perihal 
Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan 
Keterangan Palsu Yang Diduga Dilakukan Oleh Sdri. 
Lucia Elvi Inggriani (fotokopi sesuai dengan asli): 

10. BuktiP-10 : Surat Keterangan Nomor: 424/ Kua.10.23.03/PW.01/1X/ 
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2022 tanggal 13 September 2022 (fotokopi sesuai 
dengan asli); 

11. Bukti P - 11 : Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat 
Nomor: LP/C/458/V11/2022/Polsek tanggal 25 Juli 2022 
(fotokopi sesuai dengan asli); 

12. BuktiP-12 : Tangkapan Layar (Screenshoot) percakapan (fotokopi 
sesuai dengan fotokopi); 

13. BuktiP-13 : Surat Nomor: 170/SRCO/IX/2022 tanggal 15 
September 2022 Perihal: Permohonan Bantuan Menjadi 
Saksi kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (fotokopi 
sesuai dengan fotokopi); 

14. Bukti P-14 : Surat Nomor: 170/SRCO/IX/2022 tanggal 20 
September 2022 Perihal: Permohonan Bantuan Menjadi 
Saksi kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (fotokopi 
sesuai dengan fotokopi); 


15. Bukti P - 15 : Surat Nomor: B/111/IX/2022/Reskrim tanggal 27 
September 2022 Perihal: Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyelidikan (fotokopi sesuai 
dengan asli); 

16. BuktiP-16 : Tangkapan Layar (Screenshoot) Percakapan dengan 


Pak Eko Polsek (fotokopi sesuai print out); 

17. Bukti P17. : Foto perwakilan tim Kantor Hukum Sitepu Ramdhan & 
Co Law Firm di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Cibeureum Kota Tasikmalaya (fotokopi sesuai print 
out): 


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah 
mengajukan 1 alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan 
dengan aslinya/fotokopinya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda T — 1, 
dengan perincian sebagai berikut : 


Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor : 54/G/2022/PTUN.BDG 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


1. Bukti T-1 : Buku Register Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 atas 
nama Bella Bahram tanggal 28 Oktober 1999 
(Fotokopi sesuai dengan asli); 
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 
1 telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dan bukti surat tersebut telah diberi 
tanda Bukti T.IlInt 1-1 sampai dengan Bukti T.Il.Int 1-8, dengan perincian 
sebagai berikut : 
1. Bukti T.ILInt 1-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 101601.711273.0017 


Atas Nama Lucia Elvi Inggriani (fotokopi sesuai 


dengan asli): 

2. Bukti T.Il.Int 1-2 : Kwitansi dari Rumah Sakit Ibu & Anak Sukajadi 
tanggal 25 Oktober 1999 (fotokopi sesuai dengan 
asli): 

3. Bukti T.Il.Int 1-3 : Bukti Pembayaran Nomor: 1753 tanggal 25 


oktober 1999. dari Rumah Sakit libu & Anak 


Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli): 


4. Bukti T.Il.Int 1-4 : Kartu Identitas Bayi Ny. Lusia dari Rumah Sakit 
Ibu & Anak Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli): 
5. Bukti T.Il.Int 1-5 : Surat Dari Gereja Pantekosta Di Indonesia 


Penyerahan Anak Nomor: 028 Jemaat Permata 
tanggal 11 Februari 2001 atas nama Boni Bahram 
(fotokopi sesuai dengan asli): 

6. Bukti T.Il.Int 1-6 : Kartu Keluarga Nomor 101601.2001.02865 
tanggal 07 April 2005 Atas Nama Kepala Keluarga 
Bahram (fotokopi sesuai dengan fotokopi): 

7. Bukti T.Il.Int 1-7 : Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa atas nama Boni 
Bahram (fotokopi sesuai dengan asli): 

8. Bukti T.Il.Int 1-8 : Surat Keterangan Tanda Bukti Kehilangan Nomor: 
C/25/SKTBK/1/2022/JBR/RESBDG/SEKMARGAH 
AYU tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai 
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dengan asli); 
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 

2 telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah 

dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dan bukti surat tersebut telah diberi 

tanda Bukti T.Il.Int 2-1 sampai dengan Bukti T.Il.Int 2-7, dengan perincian 
sebagai berikut : 

1. Bukti T.IlInt 2-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217066308990007 
Atas Nama Bella Bahram (fotokopi sesuai dengan 
asli): 

2. Bukti T.Il.Int 2-2 : Kutipan akta Kelahiran Nomor 16905/ 1999 
tanggal 28 Oktober 1999 Atas Nama Bella Bahram 
(fotokopi sesuai dengan asli): 

3. Bukti T.Il.Int 2-3 : Laporan Hasil Belajar siswa Sekolah Dasar (SD) 
tanggal 17 Juli 2006 atas nama Bella Bahram 
(fotokopi sesuai dengn asli): 

4. Bukti T.Il.Int 2-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/06/V/2017 tanggal 
02 Mei 2017 antara Bella Bahram dan Ajie 
Kurniadi (fotokopi sesuai dengan asli): 

5. Bukti T.Il.Int 2-5 : Kartu Keluarga Nomor: 3273082506140003 
tanggal 10 April Atas nama Kepala Keluarga Adjie 
Kurniadi (fotokopi sesuai dengan asli): 

6. Bukti T.Il.Int 2-6 : Surat Dari Gereja Pantekosta Di Indonesia 
Penyerahan Anak Nomor: 029 Jemaat Permata 
tanggal 11 Februari 2001 atas nama Bella Bahram 
(fotokopi sesuai dengan asli): 

7. Bukti T.Il.Int 2-7 : Foto Diri Bahram (sesuai dengan foto); 


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan 
pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang 
saksi bernama JULIADI SATRIA, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah 
sumpah sebagai berikut : 

— bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II 
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; 
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- bahwa saksi diminta mengantar Bapak Teguh ketempat kost-kost-an pada 
tanggal sekitar 23 - 24 Januari 2022; 

- bahwa menurut saksi saat ketempat kost tersebut tidak ada Bapak Bahram; 

— bahwa menurut saksi saat di tempat kost tersebut saksi melihat ada 
fotokopi akta lahir atas nama Bella tertempel dibelakang pintu kamar kedua 
pintu nomor 12, dan saat itu ada Bella, 

— bahwa saksi mengakui fotokopi akta lahir yang terpasang dibelakang pintu 
sama dengan bukti P-2: 

— bahwa menurut saksi letak kost-kost-an tersebut di jalan Bungur Cijerah; 

—. bahwa menurut saksi pada saat ke kost-an tersebut saksi melihat Pak 
Teguh bertemu dengan Tergugat II Intervensi 1 (Lucia Elvi Inggriani) dan 
Tergugat II Intervensi 2 (Bella Bahram) dan berbicara dengan mereka; 

— bahwa menurut saksi saat ke kost-an tersebut juga ada RT; 

- bahwa menurut saksi akta lahir yang tertempel dibelakang pintu tersebut 
oleh salah satu kuasa hukum Penggugat telah difoto tetapi handphonenya 
hilang: 


Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli di persidangan 
walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan 
pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan 2 
(dua) orang saksi bernama NENI NURAESIH dan IMAN ABDURRAHMAN, 
pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : 

1. Saksi NENI NURAESIH: 

— bahwa saksi kenal dari dahulu dengan Tergugat II Intervensi 1 (Lucia); 

— bahwa saksi tahu nama suami Ibu Lucia bernama Bahram; 

— bahwa saksi belum pernah melihat Pak Bahram, tetapi saksi tahu 
karena saksi suka kePermata (Komplek Perumahan Permata): 

— bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Lucia dan Pak Bahram pernah 
melangsungkan menikah atau tidak, 

— Bahwa saksi pernah ke Permata dan melihat ada yang menyapu, dan 
dikatakan ada suaminya, 
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- bahwa saksi pernah mengasuh Bella saat Bella mungkin berumur 4 
(empat) Tahun sampai sebelum sekolah; 

— bahwa saat diperlihatkan bukti T.Il.Int-15 = T.Il.Int 2-7 saksi meyatakan 
tidak kenal: 

— bahwa selama Ibu Lucia mengandung Bella saksi tidak tahu dan saksi 
tidak pernah kerumah tersebut dan saat Bu Lucia sakit saksi juga tidak 
tahu, 

— bahwa menurut saksi, saksi kenal dengan Ibu Lucia sekitar tahun 1996, 
dan menurut saksi saat tahun 1996 itu Ibu Lucia belum mempunyai 
anak, 

— bahwa menurut saksi belaiu tidak pernah melihat suami Ibu Lucia, 
namun dahulu pernah saat saksi akan kerumah Bu Lucia ada yang 
nyapu diluar, katanya ada suaminya, lalu saksi kembali pulang, dan 
saksi melihat yang menyapu tersebut hanya satu kali itu saja, 

— bahwa saksi tahu suami Ibu Lucia adalah Pak Bahram tahu dari Lesti 
dan pernah cerita bahwa Bu Lucia pernah menikah dengan Pak 
Bahram, tetapi saksi tidk tahu persis; 

- bahwa menurut saksi saat tahun 1996 Ibu Lucia belum hamil: 

- bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.Il.Int 1-7; 

- bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Sahri dan Riana: 


2. Saksi IMAN ABDURRAHMAN: 

— bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mengobrol/berbicara dengan 
Bapak Bahram tetapi saksi tahu wajahnya, 

— bahwa saksi membenarkan bahwa bukti T.Il.Int-15 = T.Il.Int 2-7 adalah 
benar Bapak Bahram: 

— bahwa saksi kenal Pak Bahram saat saksi diminta untuk mengantarkan 
anaknya Bonny kesekolah pada tahun 2000: 

— bahwa saat tahun 2000 itu Pak Bahram tinggal satu atap dengan Ibu 
Lucia dan saat itu tinggal dengan Bonny, Ibunya Bu Lucia dan adiknya 
Asep 
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— bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Bapak Bahram tingga dengan Ibu 
Lucia; 

- bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Bella; 

- bahwa setahu saksi orangtua Bonny dan Bella adalah Ibu Lucia dan 
Bapak Bahram; 

- bahwa menurut saksi hubungan Ibu Lucia dan Bapak Bahram adalah 
hubungan suami istri, karena mereka satu atap atau satu rumah, 
namun saksi tidak tahu kapan menikahnya, dan ini hanya dugaan saksi 
saja; 

- bahwa menurut saksi saat saksi mengantar Bonny saat TK Bella 
sudahada tetapi saksi tidak tahu saat itu umurnya berapa tahun; 

- bahwa saksi tidak pernah melihat kartu keluarga dan buku nikah Ibu 
Lucia; 

- bahwa saksi mengetahui laki-laki tersebut bernama Bahram tahunya 
dari Ibu Lucia; 


Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan ahli di 
persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. 

Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan saksi atau ahli di 
persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. 

Bahwa, Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 serta 
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya tanggal 11 Oktober 
2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di 
persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini 
yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini. 


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 


DALAM EKSEPSI: 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 


sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas: 
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan 
eksepsi tetapi tidak bersifat ekseptif hanya menyangkut pokok perkara, 
sedangkan Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergguat Il Intervensi 2 mengajukan 
eksepsi hanya mengenai Tenggang Waktu (Daluarsa) untuk mengajukan 
gugatan dan Upaya Administratif; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 
Tergguat Il Intervensi 2 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang 
menyatakan: 

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh 

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa 
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur: 

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima 

oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya 

administratif.” 

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : 

(1) “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau 
tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat 
pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau 
melakukan keputusan dan/atau tindakan”: 

(2) “Upaya administratif sebagaimana ayat (1) terdiri atas : 

a. Keberatan, dan 


b. Banding: 
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Menimbang, bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya Akta 
Kelahiran Nomor 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama BELLA 
BAHRAM lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung sekarang Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sekira tanggal 24 Januari 
2022 setelah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut dipajang di sebuah 
rumah kos milik PENGGUGAT (Vide Bukti P — 2, P — 3 dan Keterangan Saksi 
Penggugat bernama JULIADI SATRIA); 

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 PENGGUGAT 
mengirimkan Surat Keberatan Administratif kepada TERGUGAT terkait adanya 
Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas 
nama BELLA BAHRAM yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang mana surat 
keberatan tersebut diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2022 
(Vide Bukti P — 3, P — 4); 

Menimbang, bahwa atas upaya administratif dari PENGGUGAT 
sebagaimana huruf a. diatas, TERGUGAT menjawab Surat Keberatan 
Administratif PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor KB.01.05.03/768 — 
Disdukcapil perihal Jawaban Penjelasan atas Penerbitan Kutipan Akta 
Kelahiran atas nama BELLA BAHRAM tertanggal 25 Februari 2022 yang 
baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 April 2022 (Vide Bukti P — 
5): 

Menimbang, bahwa isi dari surat jawaban tersebut tidak sesuai dengan 
maksud dan tujuan dari PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan upaya 
administratif lanjutan yakni Banding Administratif kepada atasan TERGUGAT a 
guo yakni Walikota Bandung (Plt. Walikota) berdasarkan Surat Nomor : 
029/SRCO/IV/2022 perihal Banding Administratif tertanggal 18 April 2022 yang 
diterima pada tanggal 18 April 2022 (Vide Bukti P — 6, P— 7); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Banding Administratif 


sebagaimana dimaksud huruf d. diatas, atasan TERGUGAT a guo tidak 
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memberikan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apa pun sampai 
dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan 55 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah 
Menempuh Upaya Administrasi serta mencermati bukti P — 2, P — 3, P—4, P— 
5, P—6 dan P - 7 maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo baru 
diketahui Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022. Kemudian Penggugat 
mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan pada tanggal 23 Februari 
2022 dan Banding pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian tenggang 
waktu pengajuan gugatan a guo dihitung setelah Menempuh Upaya 
Administratif berupa Keberatan sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 
Tergugat II Intervensi 2 mengenai Tenggang Waktu (Daluarsa) untuk 
mengajukan gugatan dan Upaya Administratif patut dinyatakan ditolak: 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 
Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai pokok perkara; 


DALAM POKOK PERKARA: 

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor. 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 1999 atas nama 
BELLA BAHRAM lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung sekarang Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Vide Bukti P — 2 dan 
T.Il.Int 2-2), 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk 
dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk 
mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tertanggal 28 Oktober 
1999 atas nama BELLA BAHRAM lahir di Bandung tanggal 23-10-1999 
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Dati II Bandung 
sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung: 
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Menimbang, bahwa adapun alasan bahwa penerbitan objek sengketa a 
quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas- 
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); 

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 menyatakan penerbitan objek 
sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa a guo 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (AAUPB): 

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan 
Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, sebagai berikut : 

e Pasal 1 angka 15, berbunyi : 
“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Intansi Pelaksana”: 

e Pasal 1 angka 16, berbunyi : 

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan 

Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan”: 
e Pasali angka 17, berbunyi : 

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan 

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 
perubahan status kewarganegaraan”; 
e Pasal 7, berbunyi : 

"Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan 

oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan melputi : 
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a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 
bidang Administrasi Kependudukan; 

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan: 

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 
Kependudukan: 

f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari 
Data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan 
oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri: dan 

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan' 

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut : 
e Pasal 11, berbunyi: 

“Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi 

kebenaran. data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama 

jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, dan 
membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil: 

Menimbang, bahwa berdasarkan atributif Pasal 1 angka 15, angka 16, 


angka 17 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan serta bahwa Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan 


kewenangan Walikota didelegasikan kepada Tergugat (Kepada Dinas Pencatatan 
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Sipil Kota Bandung) sehingga Tergugat (Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota 
Bandung) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; 
Menimbang, bahwa Pasal 27, Pasal 32 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut : 


e Pasal 27 ayat (1), berbunyi : 
“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 
(enam puluh) hari sejak kelahiran”; 
e Pasal 27 ayat (2), berbunyi : 
“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”: 
e Pasal 32 ayat (1), berbunyi : 
“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan 
setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”; 
Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Adapun persyaratan pencatatan 
kelahiran, sebagai berikut : 
1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran: 
2) Akta nikah/kutipan akta perkawinan: 
3) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga: 
4) KTP orang tua/wali/pelapor 
Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 


Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang berbunyi : 
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“Tata cara pencatatan kelahiran dilakukan oleh Instansi Pelaksana, UPT 
Intansi Pelaksana, dan tempat lain, yang sudah melakukan kerjasama 
dengan Instansi Pelaksana”, 

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang berbunyi : 

“Pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara : 

a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan 
menyerahkan persyaratan pencatatan kelahiran kepada petugas: 

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta 
merekam data kelahiran dalam database kependudukan; 

c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi 
pelaksana menandatangani dan menerbitkan. register akta kelahiran 
dan kutipan akta kelahiran: dan 

d. Selanjutnya kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon”: 

Menimbang, bahwa telah lahir seorang anak perempuan dari Ibu Ny. Lusia 
pada tanggal 23 Oktober 1999 jam 19.10 WIB dengan berat badan 3000 Gram, 
panjang badannya 47 Cm, yang ditangani Dokter Kandungan Dr. Beni H dan 
Dokter Anak Dr. Ali Usman. Kemudian di daftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil 
Kota Bandung pada tanggal Duapuluh Delapan Oktober Sembilan Puluh 
Sembilan. Adapun persyaratan yang dilengkapi sebagai berikut : 

1 


— 


Kartu Identitas bayi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak 
Sukajadi dengan nama ibu Ny. Lusi, terhadap seorang bayi yang lahir 
pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan jenis kelamin Perempuan, 

2) Buku nikah atas nama Lucia Elvi Inggriani (Tergugat II Intervensi 1) dan 
Bahram (Penggugat), 


2 


Kartu Keluarga atas nama Bahram (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, 


2 


Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahram dan Kartu Tanda Penduduk 
atas nama Lucia Elvi Inggriani (Tergugat II Intervensi) 

(Vide Bukti P — 1, T — 1 dan Bukti T.IlInt 1-1, T.Il.Int 1-2, T.IlInt 1-3, 
T.ILInt 1-4, T.Il.Int 1-6 ); 
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Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, pemohon mengisi 
dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan 
pencatatan kelahiran kepada petugas, yang kemudian petugas melakukan 
verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran 
dalam database kependudukan. Selanjutnya Pejabat pencatatan sipil pada 
instansi pelaksana dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung 
menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran Nomor : 16905 
dengan tanggal waktu pendaftaran 28 Oktober 1999 dan kutipan akta kelahiran 
No.16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Bella Bahram anak kedua 
dari suami isteri Bahram dan Lucia Elvi Inggriani (Vide Bukti T — 1 dan T.Il.Int 2- 
2); 

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran serta mencermati 
bukti P — 1, T — 1, T.IlLInt 1-1, T.Int 1-2, T.Il.Int 1-3, T.IlInt 1-4, T.Il.Int 1-6, 
T.lInt 2-2 maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dalam 
menerbitkan surat keputusan objek sengketa a guo telah sesuai dengan 
prosedur. 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mengenai 
subtansi dimana dalil gugatan bahwa Penggugat tidak pernah menikah secara 
agama maupun negara sehingga sangatlah tidak mungkin terbit objek gugatan 
a quo yang isinya menerangkan jika Bahram (Penggugat) dengan Lucia Elvi 
Inggriani (Tergugat II Intervensi 1) merupakan pasangan suami-istri: 

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi : 

“Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan 
verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas 
nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, 
dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil: 
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Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, dalam konsiderans mengingat terdapat 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 
ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : 

1) Pasal 1, berbunyi : 

“Perkawinan ialah lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”; 

2) Pasal 2 ayat (1), berbunyi : 

“Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu”; 

3) Pasal 2 ayat (2), berbunyi : 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”; 

4) Pasal 3 ayat (1), berbunyi : 
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“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami”; 

5) Pasal 3 ayat (2), berbunyi : 
“Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkuta”; 

6) Pasal 4 ayat (1), berbunyi : 
“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya”: 

7) Pasal 4 ayat (2), berbunyi : 
“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri: 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan: 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan: 

8) Pasal 9, berbunyi : 
“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal ayat (2) dan 
Pasal 4 Undang-Undang ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan 
seseorang bernama TANNEKE BURKI yang dalam pernikahan tersebut 
memiliki 3 (tiga) orang anak yakni: 

a. Violetta Simatupang: 


b. Victorine C. S. Vicky Burki, dan 
c. Christoper Burki, 
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Menimbang, bahwa pada saat ini istri Penggugat yang bernama 
TANNEKE BURKI telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2021 dan 
Penggugat mengenal dengan seseorang bernama Tergugat II Intervensi 1 
antara tahun 1993-1994 yang mana terjalin hubungan badan layaknya suami- 
istri tanpa adanya ikatan pernikahan sampai dengan sekira akhir tahun 1996 
bertepatan dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Bony; 

Menimbang, bahwa setelah lahirnya anak tersebut, Penggugat tidak 
pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri dikarenakan kesibukan dari 
Penggugat sebagai instruktur senam; 

Menimbang, bahwa sangat tidak mungkin terjadi pernikahan di KUA 
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya karena Saudara Bahram (Penggugat) 
beragama Kristen dan tidak pernah berpindah agama serta Saudari Lucia Elvi 
Inggriani tidak pernah berdomisili di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota 
Tasikmalaya (Vide Bukti T.Il.Int 1-1): 

Menimbang, bahwa kalau pun ada pernikahan tersebut, maka 
pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 
melainkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya antara Penggugat 
dan Tergugat II Intervensi sama-sama beragama Kristen. Berdasarkan hal 
tersebut, Teguh Mochammad Ramdhan, S.H., Grandy Try Hamdani, S.H., Rishki 
Yucky Restu, S.H., Advokat dan calon Advokat pada Pasundan Law Firm 
melaporkan Tergugat II Intervensi 1 ke Kepala Kepolisian Sektor Margahayu 
Polres Kota Bandung Daerah Jawa Barat u.p. Kepala Unit Reserse Kriminal 
Polsek Margahayu (Vide Bukti P — 8, P — 9), 

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor 
424/Kua.10.23.03/PW.01/1X/2022, tanggal 13 September 2022, yang 
menerangkan pada pokoknya Bahram (Penggugat) dan Lucia Evi Inggriani 
(Tergugat II Intervensi 1), setelah dilakukan pencarian data dalam buku arsip 


Register Akta Nikah di Kantor kami pada tahun 1995, kedua orang tersebut diatas 
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tidak ditemukan datanya atau tidak tercatat pernikahannya pada tahun tersebut di 
wilayah KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (Vide Bukti P — 10); 


Menimbang, bahwa Surat Penyerahan Anak No.029 Jamaat Permata, 
gereja Pantekosta di Indonesia Jemaah Peramata tanggal 11 Februari 2001 di 
Cimahi Bandung yang menerangkan telah diserahkan kepada yang maha besar 
Tuhan Allah Bella Bahram, dilahirkan di Bandung tanggal 23 Desember 1999, 
adapun nama ayah Bahram dan nama Ibu Lusi yang penyerahannya dilakukan 
oleh Pdt. Theodarus YM Rorong. Dalam Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah 
Dasar BPK Penabur Cimahi bahwa Bella Bahram beragama Kristen Protestan 
(Vide Bukti T.Il.Int 2-3, T.Il.Int 2-6) 

Menimbang, bahwa Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana 
dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung menandatangani dan 
menerbitkan register akta kelahiran Nomor : 16905 dengan tanggal waktu 
pendaftaran 28 Oktober 1999 dan kutipan akta kelahiran No.16905/1999 
tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Bella Bahram anak kedua dari suami isteri 
Bahram dan Lucia Elvi Inggriani (Vide Bukti T —1 dan T.Il.Int 2-2), 

Menimbang, bahwa E Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum 


Administrasi Negara Indonesia (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat Universitas Pajajaran, tahun 1960, Halaman 83) yang menyatakan 
suatu keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis yaitu salah kira 
(dwaling), paksaan (dwang) dan tipuan (Bedrog): 
Menimbang, bahwa mencermati bukti P — 8, P— 9 dan P — 10, T.Il.Int 1-1, 
Majelis Hakim berkeyakinan, sebagai berikut : 
1. Saudara Bahram (Penggugat) beragama Kristen dan tidak pernah berpindah 
agama, 
2. Saudari Lucia Elvi Inggriani (Tergugat II Intervensi 1) tidak pernah berdomisili 
di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, 
3. Bahram (Penggugat) dan Lucia Evi Inggriani (Tergugat II Intervensi 1), 
setelah dilakukan pencarian data dalam buku arsip Register Akta Nikah di 


Kantor kami pada tahun 1995, kedua orang tersebut diatas tidak ditemukan 
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datanya atau tidak tercatat pernikahannya pada tahun tersebut di wilayah 
KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya; 


Menimbang, bahwa Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana 
dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung (Tergugat) menandatangani 
dan menerbitkan register akta kelahiran Nomor : 16905 dengan tanggal waktu 
pendaftaran 28 Oktober 1999 dan kutipan akta kelahiran No.16905/1999 
tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Bella Bahram anak kedua dari suami isteri 
Bahram dan Lucia Elvi Inggriani, dimana persyaratan pencatatan kelahiran 
berupa buku nikah yang diajukan permohonan faktanya tidak pernah tercatat di 
KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan- Tergugat mempunyai 
kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data persyaratan pencatatan 
kelahiran itu tidak dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara 
subtansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a guo bertentangan 
dengan Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan; 

Menimbang, bahwa asas kecermatan, yakni : “asas yang mengandung 
arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada 
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan 
dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”: 

Menimbang, bahwa Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya 
mengandaikan suatu sikap bagi pengambil keputusan untuk senantiasa selalu 
bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif 
mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan 
pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang 
relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam 
pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. 
Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak 
ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat 
mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), 


sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan: 
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Menimbang, bahwa persyaratan pencatatan kelahiran berupa buku nikah 
tidak ditemukan datanya atau tidak tercatat pernikahannya pada tahun tersebut di 
wilayah KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya maka Majelis Hakim 
berkeyakinan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak 
didasarkan pada informasi dan dokumen yang kurang lengkap untuk 
mendukung legalitas objek sengketa a quo. Dengan demikian Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Tergugat dan menerbitkan objek sengketa a quo 
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas 
Kecermatan; 

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo bertentangan 
dengan Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
yaitu asas Kecermatan maka gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan 
seluruhnya dan objek sengketa a quo patut dinyatakan batal serta mewajibkan 
Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo; 

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, sebagai berikut : 

e Pasal 27 ayat (1), berbunyi : 
“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”; 
e Pasal 27 ayat (2), berbunyi : 

“Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

akta kelahiran”; 

e Pasal 27 ayat (3), berbunyi : 

“Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari 

orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran”: 

Menimbang, bahwa Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : 

1) Pasal 42, berbunyi : 
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah”; 
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2) Pasal 43 ayat (1), berbunyi : 
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”; 
Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), 


Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim mewajibkan kepada 
Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Bella Bahram 
lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999, dengan mengubah pernyataan 
terkait Bella Bahram merupakan anak dari pasangan suami istri Bahram 
(Penggugat) dengan Lucia Elvi Inggriani (Tergugat Il Intervensi 1) menjadi 
pernyataan jika Bella Bahram merupakan anak dari seorang ibu yang bernama 
Lucia Elvi Inggriani (Tergugat II Intervensi 1); 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat 
dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk 
membayar biaya perkara dalam tanggung renteng yang besarnya sebagaimana 
tersebut dalam amar putusan ini; 


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi 
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan 
oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan 
apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, 
atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti- 
bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan 
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara : 

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
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2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang 


berkaitan; 
MENGADILI 


DALAM EKSEPSI: 


- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2: 


DALAM POKOK PERKARA: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: 

2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 
Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya II 
Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung atas nama Bella Bahram, lahir di Bandung pada tanggal 23 
Oktober 1999: 

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor 
Catatan Sipil Kota madya II Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama Bella Bahram, lahir di 
Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999: 

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru 
atas nama Bella Bahram lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999, 
dengan mengubah pernyataan terkait Bella Bahram merupakan anak dari 
pasangan suami istri Bahram (Penggugat) dengan Lucia Elvi Inggriani 
(Tergugat II Intervensi 1) menjadi pernyataan jika Bella Bahram merupakan 
anak dari seorang ibu yang bernama Lucia Elvi Inggriani (Tergugat II 
Intervensi 1): 

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II 
Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul 
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dalam perkara ini sebesar Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima 
Ribu Rupiah); 


Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 24 
Oktober 2022, oleh kami FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim 
Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.Ip., M.H., dan JIMMY RIYANT 
NATAREZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan 
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara 
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Kamis, 
tanggal 27 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu 
oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum 
Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 secara Elektronik melalui Sistem 
Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung: 


HAKIM KETUA MAJELIS, 
HAKIM ANGGOTA | 
tt.d 
t..t.d 


FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. 
DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.Ip., M.H. 
HAKIM ANGGOTA II 


tt.d 


JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. 
PANITERA PENGGANTI 


t.t.d 


SRI WULAN LUCIYANTI, S.H. 
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Biaya Pekara Nomor : 54/G/2022/PTUN.BDG: 


1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,- 

2. ATK : Rp. 350.000,- 

3. Panggilan-panggilan : Rp. 125.000,- 

4. Pemeriksaan Setempat : Rp. - 

5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000, - 

6. Redaksi : Rp. 10.000, - 

7. Leges : Rp. 10.000, - 

8. Materai Penetapan : Rp. 20.000,- 

9. Materai : Rp. 10.000,- + 
Rp. 585.000,- 

ptah (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu 

Rupiah); 
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